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ABSTRACT

The land movement event that occurred in 2025 in Mendala Village, Sirampog
District, Brebes Regency caused physical changes to land parcels, including ground
cracks, subsidence, displacement, and bulging, affecting the shape, position, area, and
boundaries of land parcels. These changes potentially create technical and legal issues
in the implementation of land registration. This study aims to analyze the physical
condition of land parcels after the land movement event, examine the status of land rights
and legal protection for right holders, and formulate technical and legal
recommendations for the affected area.

This study employed a qualitative method with an empirical juridical approach.
Data were collected through field observations, interviews with affected communities and
relevant institutions, and document reviews. Data were analyzed using the Miles and
Huberman model. Technical analysis was conducted through zoning based on the degree
of land parcel changes, while juridical analysis was carried out in accordance with
Indonesian land laws and regulations.

The results indicate that the physical changes to land parcels can be classified
into three zones: Zone I (minor changes), Zone Il (moderate changes), and Zone III
(major changes). In Zones I and 11, land parcels remain identifiable, allowing boundary
re-establishment to be carried out, whereas in Zone IIl boundary re-establishment is not
feasible due to significant physical changes. From a juridical perspective, the land
movement event generally does not extinguish land rights because the land parcels
remain identifiable and usable. However, the physical changes have resulted in
discrepancies between cadastral records and actual field conditions, thereby weakening
legal certainty regarding land rights. In addition, some areas were identified as
potentially meeting the criteria for destroyed land and therefore require further inventory
and verification by the Land Office. This study recommends inventorying the affected
area, conducting resurveying, boundary re-establishment, and updating cadastral data to
restore legal certainty over land rights in post-disaster areas.

Keywords: land movement, geospatial deformation, land rights, legal certainty,

Boundary Re-establishment.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peristiwa tanah bergerak yang terjadi di Desa Mendala, Kecamatan
Sirampog, Kabupaten Brebes merupakan salah satu bentuk bencana geologi yang
terjadi di Indonesia. Bencana serupa juga pernah terjadi di berbagai daerah lain,
seperti di Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2022 dan
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025. Namun demikian,
peristiwa tanah bergerak di Desa Mendala menimbulkan dampak yang relatif besar
dan kompleks, baik dari sisi kerusakan fisik maupun implikasi sosial dan
pertanahan. Berdasarkan rilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Brebes, bencana tersebut mengakibatkan 508 jiwa terdampak dan 114
rumah mengalami kerusakan. Selain itu, pemberitaan media nasional TVOneNews
pada tanggal 5 Mei 2025 juga melaporkan bahwa sekitar 70 hektar lahan pertanian
mengalami kerusakan akibat peristiwa tanah bergerak di Desa Mendala. Besarnya
dampak tersebut menunjukkan bahwa bencana tanah bergerak di Desa Mendala
tidak hanya berdimensi kebencanaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan
permasalahan pertanahan yang serius dan berkelanjutan.

Pada banyak kasus tanah bergerak, termasuk yang terjadi di Desa Mendala,
perubahan fisik permukaan tanah menyebabkan bidang-bidang tanah yang
terdampak tidak lagi sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang tercatat dalam
sistem pendaftaran tanah. Pergeseran tanah mengakibatkan batas-batas bidang
tanah menjadi kabur atau tidak dapat diidentifikasi, titik ikat pengukuran rusak atau
hilang, serta Gambar Ukur (GU) kehilangan kesesuaian dengan kondisi faktual di
lapangan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap keabsahan data fisik yang
menjadi dasar pencatatan data yuridis hak atas tanah, sehingga sertipikat hak atas
tanah tidak lagi sepenuhnya merepresentasikan keadaan nyata bidang tanah yang
bersangkutan. Ketidaksesuaian antara data fisik dan data yuridis ini berpotensi
menimbulkan sengketa antar pemegang hak, menurunkan tingkat kepastian hukum,
serta menyulitkan pembuktian hak atas tanah bagi masyarakat terdampak (Patittingi

dkk., 2021).



Dari perspektif pendaftaran tanah, peristiwa tanah bergerak menimbulkan
tantangan serius terhadap prinsip kepastian hukum hak atas tanah. Perubahan
topografi dan pergeseran batas bidang tanah menyebabkan data fisik yang menjadi
dasar pendaftaran tanah tidak lagi sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Padahal,
kepastian hukum hak atas tanah merupakan tujuan utama penyelenggaraan
pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun demikian,
kedua regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur mekanisme penentuan
kembali status hak atas tanah setelah terjadi perubahan fisik tanah akibat fenomena
alam seperti tanah bergerak. Ketiadaan pengaturan yang tegas ini menimbulkan
kekosongan normatif dalam praktik administrasi pertanahan, khususnya ketika data
fisik yang tercatat tidak lagi merepresentasikan kondisi faktual bidang tanah,
sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak (Nugroho,
2022).

Permasalahan pertanahan pasca peristiwa tanah bergerak menjadi semakin
kompleks ketika dikaitkan dengan aspek tata ruang dan penggunaan tanah. Dalam
praktiknya, banyak wilayah yang terdampak tanah bergerak berada pada zona
rawan bencana atau kawasan lindung geologis sebagaimana ditetapkan dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota. Secara normatif, kawasan
tersebut seharusnya dibatasi pemanfaatannya guna menjaga kestabilan lingkungan
serta meminimalkan risiko bencana. Namun, realitas di lapangan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang aktual, di
mana kawasan yang seharusnya berfungsi sebagai zona lindung atau resapan air
telah berkembang menjadi kawasan permukiman atau lahan pertanian intensif
akibat tekanan kebutuhan ruang, pertumbuhan penduduk, dan Ilemahnya
pengawasan pemanfaatan ruang. Ketidaksesuaian antara peruntukan ruang dan
kondisi eksisting tersebut terbukti meningkatkan kerentanan wilayah terhadap
bencana serta menyulitkan upaya penataan ruang berkelanjutan (Dewi & Chandra,

2025). Pada titik ini, persoalan tata ruang, status hak atas tanah, dan perlindungan



hukum bagi pemilik tanah saling beririsan dan memperbesar hambatan dalam
mewujudkan kepastian hukum pertanahan pascabencana.

Dari sisi administrasi pertanahan, kantor pertanahan memiliki peran
strategis dalam melaksanakan kegiatan pengukuran, pemetaan, serta pemutakhiran
data pertanahan agar sesuai dengan kondisi fisik di lapangan pasca terjadinya
bencana tanah bergerak. Dasar teknis pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain
diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 dan
dipertegas melalui Surat Edaran Direktorat Survei dan Pemetaan Kadastral Nomor
024/S-300.UK.01.02/1/2020 tentang Petunjuk Mekanisme Pengukuran dalam
Rangka Pengembalian Batas Bidang Tanah. Surat Edaran tersebut mengatur bahwa
pengembalian batas hanya dapat dilakukan apabila syarat teknis tertentu terpenuhi
serta menyediakan alternatif penyelesaian apabila pengembalian batas tidak dapat
dilaksanakan. Namun, dalam praktik pascabencana tanah bergerak, pelaksanaan
rehabilitasi data pertanahan kerap menghadapi berbagai hambatan teknis dan
administratif, seperti hilangnya titik ikat pengukuran, rusaknya peta dasar,
keterbatasan akses lokasi, serta keterbatasan sumber daya dan prioritas layanan
pertanahan (Rahmadani, 2022). Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya
pemutakhiran data fisik dan yuridis bidang tanah, yang pada akhirnya berpotensi
menimbulkan sengketa baru serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap
sistem administrasi pertanahan (Morad, Baharudin, & Satria, 2025).

Keterbatasan dalam pemulihan data fisik dan yuridis pasca peristiwa tanah
bergerak berimplikasi langsung terhadap perlindungan hukum bagi pemilik hak atas
tanah. Sertipikat hak atas tanah yang secara normatif berfungsi sebagai alat bukti
yang kuat menjadi kehilangan daya representatifnya ketika data fisik yang
tercantum tidak lagi sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam situasi
tersebut, pemilik tanah berada pada posisi yang rentan karena tidak mampu
membuktikan secara pasti letak, batas, dan luas bidang tanahnya sesuai dengan
sertipikat yang dimiliki. Kondisi ini berpotensi memicu terjadinya sengketa antar
pemilik tanah yang berbatasan, menunda proses rehabilitasi dan penataan kembali
kawasan terdampak, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang

berkepanjangan. Oleh karena itu, peristiwa tanah bergerak tidak hanya menjadi



persoalan teknis pengukuran dan pemetaan, tetapi juga merupakan persoalan
yuridis yang menyangkut efektivitas perlindungan hukum negara terhadap
pemegang hak atas tanah.

Selain persoalan teknis pengukuran dan implikasi yuridis terhadap pemilik
hak atas tanah, peristiwa tanah bergerak juga menuntut adanya kebijakan
penanganan pertanahan pascabencana yang lebih terstruktur dan terintegrasi.
Dalam konteks ini, koordinasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjadi krusial, terutama dalam
pelaksanaan rehabilitasi data pertanahan, penataan kembali kawasan terdampak,
serta penyesuaian pemanfaatan ruang sesuai tingkat kerawanan bencana. Namun
hingga saat ini, belum tersedia pedoman teknis yang komprehensif yang secara
khusus mengatur prosedur pengukuran ulang, penyesuaian peta bidang tanah, serta
mekanisme perubahan data pendaftaran tanah dalam konteks bencana geologi
seperti tanah bergerak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan praktik
penanganan di lapangan dan memperpanjang ketidakpastian hukum bagi
masyarakat terdampak. Syugiarto dkk. (2022) menegaskan bahwa kebijakan
pascabencana seharusnya tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik wilayah, tetapi
juga menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat serta memperhatikan prinsip
keberlanjutan dan keselamatan lingkungan dalam proses rehabilitasi dan penataan
kembali kawasan terdampak bencana.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji peristiwa tanah bergerak dari
aspek geologi, tingkat kerawanan, mitigasi bencana, serta dampak sosial dan
ekonomi yang ditimbulkannya. Beberapa kajian juga menyinggung implikasi
bencana terhadap penggunaan tanah dan kerentanan wilayah. Namun demikian,
kajian yang secara khusus mengintegrasikan perubahan fisik tanah akibat peristiwa
tanah bergerak dengan implikasi yuridis dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah
masih relatif terbatas. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif
menganalisis bagaimana deformasi tanah memengaruhi keabsahan data fisik dan
data yuridis bidang tanah, mekanisme pengembalian batas, serta bentuk
perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah pascabencana. Kesenjangan

kajian tersebut semakin nyata pada kasus tanah bergerak di Desa Mendala,



Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, yang menunjukkan tingkat kerusakan
fisik signifikan berupa pergeseran bidang tanah, hilangnya batas-batas bidang, serta
ketidaksesuaian Gambar Ukur dengan kondisi lapangan. Hingga penelitian ini
disusun, belum terdapat kajian teknis dan yuridis yang secara spesifik mengkaji
pemulihan data pertanahan serta kepastian hukum hak atas tanah pasca peristiwa
tanah bergerak tahun 2025 di Desa Mendala. Oleh karena itu, penelitian ini penting
dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui kajian berjudul “Kajian
Teknis dan Yuridis Status Hak Atas Tanah Pasca Peristiwa Tanah Bergerak

Tahun 2025 di Desa Mendala, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes.”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna
menjawab tiga pokok persoalan utama:

1. Bagaimana kondisi fisik di lapangan pasca terjadinya tanah bergerak di
Desa Mendala, khususnya terkait perubahan fisik tanah, batas bidang tanah,
dan kesesuaian data pendaftaran tanah?

2. Bagaimana status hak atas tanah dan perlindungan hukum terhadap
pemegang hak atas tanah milik masyarakat setelah terjadinya tanah bergerak
tersebut?

3. Apa rekomendasi teknis dan yuridis yang dapat diterapkan oleh pihak

terkait pasca peristiwa tanah bergerak di Desa Mendala?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan
untuk:

1. Menganalisis kondisi fisik pertanahan pasca tanah bergerak, termasuk
perubahan fisik tanah, pergeseran batas bidang tanah, serta ketidaksesuaian
antara data fisik dan data yuridis.

2. Menganalisis status hak atas tanah serta bentuk perlindungan hukum
terhadap pemegang hak atas tanah yang terdampak tanah bergerak

berdasarkan kondisi fisik dan data pertanahan pascabencana.



3. Merumuskan rekomendasi teknis dan yuridis bagi pihak terkait pasca

peristiwa tanah bergerak.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan ilmu hukum pertanahan, khususnya dalam aspek kepastian hukum
hak atas tanah pasca bencana geologi. Penelitian ini juga dapat memperkaya kajian
akademik mengenai hubungan antara aspek hukum, spasial, dan kebijakan
pertanahan dalam konteks perubahan kondisi fisik tanah yang disebabkan oleh
faktor alam.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi
Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes sebagai bahan
pertimbangan dalam perencanaan rehabilitasi kawasan rawan bencana, dan
masyarakat pemilik tanah untuk memperoleh pemahaman mengenai posisi hukum

bidang tanahnya serta potensi perlindungan hukum yang dapat diberikan negara.



BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan dapat

disusun beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.

Peristiwa tanah bergerak di Desa Mendala menyebabkan terjadinya retakan,
amblesan, pergeseran tanah, dan bulging yang mengubah kondisi fisik
bidang tanah pada kawasan terdampak. Hasil analisis spasial menunjukkan
bahwa perubahan tersebut tidak terjadi secara seragam, melainkan
membentuk tiga zona perubahan, yaitu Zona I (perubahan kecil), Zona II
(perubahan sedang), dan Zona III (perubahan besar). Perubahan fisik yang
terjadi berdampak terhadap batas bidang tanah, khususnya pada Zona III, di
mana sebagian batas bidang tanah sulit bahkan tidak dapat diidentifikasi
kembali. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara
kondisi fisik bidang tanah di lapangan dengan data fisik pertanahan yang
tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah.

Hasil kajian yuridis menunjukkan bahwa peristiwa tanah bergerak tidak
menyebabkan hapusnya hak atas tanah masyarakat secara umum karena
sebagian besar objek tanah masih ada, masih dapat dikenali, dan masih dapat
dimanfaatkan oleh pemegang hak. Oleh karena itu, hak atas tanah yang
melekat pada bidang-bidang tanah terdampak tetap memperoleh
perlindungan hukum. Namun demikian, perubahan bentuk, posisi, dan batas
bidang tanah menyebabkan data fisik pertanahan tidak lagi sepenuhnya
sesuai dengan kondisi aktual di lapangan sehingga menimbulkan pelemahan
kepastian hukum terhadap objek hak atas tanah. Selain itu, penelitian
menemukan bahwa pada sebagian lahan sawah yang tertimbun material
longsoran di Zona III terdapat kondisi yang memenuhi unsur sebagaimana
diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor
17 Tahun 2021 sehingga dapat dikategorikan sebagai tanah yang terindikasi
musnah dan memerlukan verifikasi lebih lanjut oleh instansi yang

berwenang.
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3.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh bidang tanah terdampak
dapat ditangani dengan pendekatan yang sama karena tingkat perubahan
fisik yang berbeda pada setiap zona. Pada Zona I dan Zona II, pengembalian
batas masih dimungkinkan dilakukan karena objek bidang tanah masih
dapat diidentifikasi. Sebaliknya, pada Zona III pengembalian batas tidak
dapat dilaksanakan karena kondisi fisik bidang tanah tidak lagi sesuai
dengan keadaan semula sebagaimana dipersyaratkan dalam Petunjuk Teknis
Pengukuran dan Pemetaan Berbasis Mitigasi Risiko Tahun 2021. Dengan
demikian, rekomendasi teknis dan yuridis yang diperlukan meliputi
inventarisasi, identifikasi, pengukuran, dan pemetaan terhadap bidang tanah
terdampak sebagai dasar pemeliharaan data pendaftaran tanah, verifikasi
terhadap bidang tanah yang terindikasi musnah, serta penerapan langkah
pengamanan administrasi pertanahan sampai diperoleh kepastian mengenai

kondisi fisik dan status bidang tanah yang bersangkutan.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, beberapa saran untuk

mendukung upaya penanganan jangka panjang serta pengembangan penelitian di

masa mendatang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.

Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dapat mempertimbangkan kajian
lebih lanjut mengenai kemungkinan penerapan konsolidasi tanah pada
kawasan terdampak tanah bergerak di Desa Mendala. Kajian tersebut
diperlukan mengingat kompleksitas permasalahan yang terjadi, antara lain
perubahan fisik bidang tanah yang luas, kesulitan identifikasi batas bidang
tanah pada sebagian kawasan, keberadaan bidang tanah yang belum
terdaftar, serta adanya indikasi tanah musnah pada beberapa lokasi. Hasil
kajian tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan bentuk penataan
pertanahan yang paling sesuai untuk mewujudkan kembali kepastian hukum
dan efektivitas pemanfaatan tanah pada kawasan terdampak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dapat mempertimbangkan
melakukan peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang pada kawasan

terdampak tanah bergerak berdasarkan kondisi fisik pascabencana dan

84



tingkat kerawanan gerakan tanah terkini. Apabila hasil kajian menunjukkan
adanya perubahan karakteristik kawasan yang signifikan, maka perubahan
atau revisi terhadap rencana tata ruang dapat dipertimbangkan sebagai dasar
pengendalian pemanfaatan ruang dan pembangunan pada masa mendatang
guna mengurangi risiko bencana serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan
ruang.

. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji mengenai dampak sosial
dan ekonomi pasca peristiwa tanah bergerak terhadap masyarakat
terdampak di Desa Mendala. Kajian tersebut dapat difokuskan pada
perubahan mata pencaharian, keberlanjutan aktivitas pertanian, kondisi
penguasaan dan pemanfaatan tanah pascabencana, serta strategi adaptasi
masyarakat dalam mempertahankan keberlanjutan kehidupan dan

kesejahteraan ekonomi dalam jangka panjang.
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